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BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 27C\ TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU FASILITASI PENCEGAHAN DAN

Menimbang

Mengingat

PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN 2019
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sebagai
upaya mewujudkan Kabupaten Banggai Kepulauan
terhindar dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika, perlu adanya sinergitas antar aparat
Pemerintah;

bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika perlu
membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika di Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3671);

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3966);
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 43593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019
tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1995);

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2016 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2018 Nomor 8);

Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
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Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019;

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan,
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN) dan Prekursor Narkotika di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

3. Instruksi Bupati Banggai KepulauanNomor 1 Tahun 2019
tentang Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Tahun 2018-2019;

4. Surat Edaran Bupati Banggai Kepulauan Nomor
S/43/SU.02/111/2019/BNNK-BANGKEP tentang
Optimalisasi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
TERPADU FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2019.

Membentuk Tim Terpadu Fasilitasi Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Banggai

Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan Kkeanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

mempunyai tugas :

a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten,;

b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan
mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten;
dan

c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten.
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KETIGA . Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA, tim terpadu bertanggung jawab kepada
Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT . Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
telah melaksanakan tugasnya terhitung sejak tanggal 1 April
20109.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal (¢ W}ug oY

Plt. BUPATI BAN I KEPULAUAN,

S D. ADAM

Tembusan disampaikan dengah hormat kepada :

Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
Masing-masing yang bersangkutan di tempat.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 274 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

a. Ketua : Bupati Banggai Kepulauan
b. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
c. Wakil Ketua II : Kepala BNN Kabupaten Banggai Kepulauan

d. Sekretariat/Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
pelaksana harian Kabupaten Banggai Kepulauan
e. Anggota : 1. Unsur Polres Banggai Kepulauan

2. Unsur Kodim 1308 Luwuk/ Banggai

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Banggai Kepulauan

4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan

5. Kepala Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Banggai
Kepulauan

6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Banggai Kepulauan

7. Kepala Dinas Sosial Kab. Banggai Kepulauan

8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banggai Kepulauan

9. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kepulauan

10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
Banggai Kepulauan

11. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai
Kepulauan

12. Kepala Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan

13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kab. Banggai Kepulauan

Pit. BUPATI BAN KEPULAUAN,
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